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ABSTRAK

Sebagai syarat menjadi Presiden dan Wapres dilndonesia, seseorang harus
memenuhi Kriteria tertentu, salah satunya adalah memiliki batas usia. Kriteria ini
tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 berasal
dari Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu. Rumusan
masalah pada riset yang dilaksanakan ini adalah Bagaimana persyaratan umur
capres dan cawapres sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
XX1/2023? Bagaimana pemikiran figih siyasah terhadap persyaratan umur capres
dan cawapres yang ada pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
XX1/2023?

Riset kaidah normatif yang dipakai padariset ini mempunyai ciri kualitatif.
Metode yang digunakan adalah metode library research yang datanya diambil dari
referensi tulis lainnya yang signifikan dengan riset ini. Bahan hukum yang dipakai
ada 2, yaitu hukum yang mengikat kaidah dasar yang terdiri dari Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait
Pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023, dan Undang-
Undang lain yang berkaitan persyaratan umur capres dan cawapres. Bahan jurnal
hukum yang mencakup Undang-Undang, hasil riset, juga dari Al-Quran, hadits,
referensi mengenai ilmu hukum, karangan ilmiah teoritis, jurnal. Terdapat 3
pendekatan riset, yaitu pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan
pendekatan historis.

Output riset ini mengungkapkan maka secara keseluruhan dari analisis
peneliti mengenai Syarat umur capres dan cawapres dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 tetap sejalan dengan prinsip hukum Islam,
dimana pada hukum Islam bukan adanya penetapan batas umur untuk menduduki
jabatan pimpinan, melainkan syarat| lainnya juga harus telah'mencapai baligh. Hal
ini sangat penting karena terdapat keseimbangan antara Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 dan kaidah Islam. Maka bisa disimpulkan
secara umum syarat umur capres dan cawapres pada Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 90/PUU-XXI1/2023 dengan umum signifikan kaidah Islam pada aturan
syarat menjadi pimpinan.

Saran penelitian, Konsep kepemimpinan Islam perlu diterapkan di
Indonesia, dari sikap pimpinan sampai kaidah pembenahan terkait aturan pimpinan
di Indonesia perlu lebih diselaraskan dengan ajaran Islam.
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